
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6780); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan 
Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2022; 

GUBERNUR KALIMANTAN BAR.AT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 

TENTANG 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 20 TAHUN 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengga.ra.an urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa.s otonomi clan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana. dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 2022. 

MEMUTUSKAN 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 
Pensiun, clan Penerima Tunjangan Tahun 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6787); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Tahun 1781); 

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
11); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Penclapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 216); 
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3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disirgkatiPNB > 
adalah warga negara Indonesia yang memenu.hi syarat . 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 

5. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. 
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota 
DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes 
seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS 
belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. 

8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang 
memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima 
penghargaan dan/ a tau penghormatan dari negara 
dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri, 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun Anggaran 2022 yang diteta.pkan 
berdasarkan Peraturan Daerah. 

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 
mengajukan ·permintaan pembayaran. 

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD. 

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. 

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada rnasyarakat 
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

15. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Pegawai Non Pegawai ASN adalah 
tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga 
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Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3 
(1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai ASN 

meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 

Pasal 2 
(1) Pegawai ASN dan CPNS, Pejabat Negara, Anggota 

DPRD, Penerima Tunjangan, Pimpinan BLUD serta 
Pegawai Non Pegawai ASN pada perangkat daerah yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD 
diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi PNS dalam jabatan: 
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan 

pimpinan tinggi; 
b. administrator atau dalam jabatan yang setara 

jabatan administrator; 
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan 

pengawas; 
d. fungsional utama; 
e. fungsional ahli madya; 
f. fungsional ahli muda; 
g. fungsional ahli pertama; 
h. fungsional penyelia; 
i. fungsional mahir; 
j. fungsional terampil; 
k. fungsional pemula; dan 
1. pelaksana. 

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 
2022 tidak diberikan kepada PNS dalam hal : 
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik 

di dalam negeri m.aupun di luar negeri yang gajinya 
dibayar oleh instansi tempat penugasan. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA 
DAN GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 
Um um 
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kontrak, yang bekerja/ dipekerjakan pada perangkat 
daerah yang menerapkan pola pengelotaan keuangan. 
BLUD pada RSUD Dokter Soedarso Provinsi 
Kalimantan Barat. 

16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya 
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan kepada pegawai ASN dan CPNS dalam 
rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan 
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja. 



·-·~····· 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 
(1) Gaji Ketiga Belas diberikan 

meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan .keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umurn. 

c. tunjangan pangan; . 
d. tunjangan jabatan a tau tunjangan um um; dan ..... · .... 
e. TPP sebesar 50% {lima puluh persen) .berdasarkan 

kriteria beban kerja. · · 
(2) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi CPNSlneliputi: 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokokPNS; 
b. tunjangan keluarga; · 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan 

kriteria beban kerja, ·· 

(3) Tunjangan Hari Raya untuk Pejabat Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ... ayat. i(l). 
meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan. 

(4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaks11d<dalam -. 
Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi pirnpinan clan angg?.ta 
DPRD paling banyak sebesar akumulasi darii ti:3J)g 
representasi, tunjangan keluarga, .dan h1hjarigan 
jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuaiketentuaft 
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak .. ·· 
keuangan dan administratif pimpinan clan angg()ta. ~~- .... ··. 

(5) Tunjangan Harl Raya sebagaimana dima.l{s11d d~la11T . 
Pasal 2 ayat (1) diberikan bagijanda/duda, anak, gta11• 
orang tua Penerima Tunjangan tambahan pe11gl1a.~ilctn . .. 
atau yang disebut juga sebagai gaji tert1san d§ttif>l'JS/· 
atau PejabatNegara yang rneninggal duniaatautewa.s •• 
sesuai dengan ketentuan peraturan ,peru11clang-· 
undangan yang mengatur mengenai . pernberiaft . >. 
tunjangan tambahan penghasilan. bagi pensiur{ 
janda/ duda PNS. 

(6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dhnaksud dalajn 
Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi .Pimpina11.I31fUIJ .9-:31) ·.· .. 
Pegawai Non Pegawai ASN yang bertugas pa.dairlista_psi> .... ·•• 
pemerintah : yang menerapkan p6la :pe11g~l()l~~1Ti 
keuangan BLUD, paling banyak sebesar .Tttr1jt:Lt1g~.r1.· .' ··.· 
Hari Raya yang diberikan kepada PNS pa.da ]3I.,UI) . 
tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabat:an, 
atau kelas jabatannya setara, · ·· · 
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BAB III 
PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu . 
Tunjangan HariRaya 

PasalS 
(1) Pembayaran .Tunjangan. 

dimaksud dalam Pasal 2 
cepat 10 (sepuluh) hari 
Raya Tahun' 2022. 

(2) Dalarn hal .. Tunjangan 
dimaksud pada .ayat (1) 
Tunjangan Hari Raya dapat 
Harl Raya. 

(3) Besaran Tunjangan .Hari 
mengikuti ketentuan 
Pasal 3 dengan 
yang dibayarkan padaBulan 

(3) Gaji Ketiga Belas untuk PejabatNegara sebag;aimaria 
dimaksud dalam Pasa.12 ayat(l) meliputi: ·. · · 
a. gaji pokok; · · 
b. tunjangan keluarga; dan . 
c. tunjanganjabatan. 

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimartadin1alrnud dal?1fi.f>a§al{··.· 
2 ayat ( 1} diberikan · bagi pimpinan dan. a11ggota I)P~I) i 
paling ban yak . se besar a.kbrriulast dari 11§lig ..... ·.·•· 
representasi, . tunjangan .' keluarga,.·.·._ ..• clan} t:t1nJangru1_·.··.·.· 
jabatan pimpinan clan anggota DPRD ses1.1a.ikete11til.an i····-.-.· 
peraturan perundang-undangan yang mengatur flak:>· .. · 
keuangan dan adrninistratif pimpinan · d.a.n . l:lllgg;ota · -·· · 
DPRD. . .· . 

(5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana _"'-.._J,,.,.u ..... """' 

2 ayat (1) diberikan 
tua Penerima 
yang disebut juga 
Pejabat Negara yang 
sesuai dengan ketentuan 
undangan yang mengatur 
tunjangan ·· tambahan 
janda/ duda PNS. 

(6) Gaji Ketiga Belas 
2 ayat (1) 
Non 

(2) 

6 



BABN 
PENDANAAN 

Pasa1·8 
Pendanaan pemberian Tunjangan I-Iarl Rayc1.. 
Ketiga Belas bersumber dari Anggaran 
Belanja Daerah. 

Pasal 7 
(1) Tunjangan Hari Raya dan 

sebagaimana dimaksud dalam 
dikenakan potongan iuran 
berdasarkan ketentuan ..c..,,,•,.;..,-.h 

undangan. 
(2) Tunjangan Hari Raya 

sebagaimana dimaksud . ,r,., ,r, ·r, 

Penghasilan' sesuai 
perundang-undangan 

(3) Dikecualikari dari ketentuan 
pada ayat (2) .terhadap 
dibebankan ikepada penerima. 

(4) Mekanisme penerbitan dan ..,,.,,. ......... 
SP2D Tunjangan Harl 
dilaksanakan •sesuai ·--·-- 
undangan. 

Pasal 6 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dirriaksucl.dala.rrrPasal 
2 ayat ( 1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juli. . ..", 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksl.ld 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga 
Belas dapat' dibayarkan setelah bulan Juli. . . . 

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang 
mengikuti ketentuan sebagaimana 
Pasal 4 dengan didasarkan .,,··,. ..... t:>etlrghla.s1la.11 
yang dibayarkan pada 

(4) Dalam hal terdapat perubahan 
(satu} bulan Juli Tahun 
diterima, dibayarkan sebesar O\,JL.1.e>.1 . .1.1 

dilakukan penyetoran kelebihan 

Bagian Kedua 
Gaji KetigaBelas 

·_ .. .· 

(4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan padf.l 2 (4u~f 
bulan se belum bulan Harl . Raya 3ebagai111a11a .: 
dimaksud pada ayat ( 1) belum dibayarkan. seb~sar. 
penghasilan yang seharusnya dited111a .•. karena .· 
berubahnya penghasilan, kepada·.· yang bersat1g1FtitfU1• .•. 
tetap diberikan selisih kekurangan ··Tuhjarigan Hari· 
Raya. 
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BERITA DAERAH PROVINSI KALlMANTAN ·~, ·~~. 

···.·r· ... . . 

. · .... 

HARi SON 

TARIS DAERAH 
INSI KALIMANTAN BARA'I\ .: 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 21 April 2022 

Agar setiap prang .... u ... , a . ._s::, ..... 

pengundangan ! · .... Peraturan .. 
penempatannya dalam 
Barat. · 

Peraturan Gubernur 
diundangkan. 

Pada saat Peraturan 
Peraturan Gubernur Nomor 
Pemberian Tunjangan · Hari · 
Yang Bersumber Dari 
Daerah (Berita Daerah 
2021 Nomor 52), dicabut dan 
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.· ·131\BV.· · · .·. 
KETENTUAN P~NDtTJP 

Pasal 9 

.. 


